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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR  SERI NOMOR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 4— TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

‘bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 .’I‘ahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhlr, .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014.

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 1092)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negéra Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); .

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Ber31h dan Bebas dari _Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perunba.naan Keuangan Antara Pemerntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Leirbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); .
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembéran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nega}a
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan’' Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576); .

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesla Nomor 4578); :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mlmmal {Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2005 Nomor 150, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741); i

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Gunung Maligas, Kecamatan Bandar Masilam,
Kecamatan Bandar Huluan, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kecamatan Panombexan Panei, Kecamatan Haranggaol
Horisan dl Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2002 Nomor 9 seri D Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D
Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Pamatang Silima Huta (Lembaran Daerah Kabupaten -Simalungun Tahun 2006
Nomor 11 seri D Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7
seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten
Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat
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Menetapkan

32. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 3 seri D Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 2 seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan

BUPATI SIMALUNGUN
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 .

Pasal 1

'(1] Pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran

‘b. Neraca

¢. Laporan Arus Kas

d. Catatan atas Laporan Keuangan

{2) Laporan keuangan seb:agaimana dimaksud pada ayat (1) dilampfri dengan laporan kinerja dan ihtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah Rp 1.644.477.022.617,29
b. Belanja Daerah Rp . 1.648.278.603.129,29
: . Surphis/(Defisit) : Rp (3.801.580.512,00)

Pembiayaan Daerah- :
23.479.494.515,83

a. Penerimaan Rp
b. Pengeluaran ’ Rp 11.765.680.237,00
Pembiayaan netto Rp 11.713.814.278,83
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) Rp 7.912.233.766,83
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan seJumlah Rp. (157, 221 966,379,71) dengan perincian sebagai berxkut

a. A.n;gaJan ’)endq. atan setelah perubahan’ E ' Rp. L. 801 698.988. 997.00
1. Realisasi ) o ’ - S . Rp. : 7.
(Ixurang ) ' : ‘Rp.

@ Qov isih Ant' Aran (.ngan realisasi 1)clan ja bey 1uml’* h Rp. i354.953.141.447,54) perincian sebagai berikur:
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a. Anggaran belanja setelah perubahan : Rp. 1.803.231.744.576,83
b. Realisasi . Rp. 1.648.278.603.129,29
( Kurang) : Rp. (154.953.141.447,54)
(3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. {2.268.824.932,17) dengan perincian sebagai berikut:
a. Surplus/defisit dengan perubahan Rp. (1.532.755.579,83)
_b. Realisasi ) ' Rp. {3.801.580.512,00)
Selisih Lebih Rp. (2.268.824.932,17)
(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0, OO dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pemb1ayaan setelah perubahan Rp. 23.479.494.515,83
b. Realisasi Rp. 23.479.494.515,83
" Rp. 0,00
(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah (10.181.058.699,00) berikut : .
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 21.946.738.936,00
b. Realisasi Rp. 11.765.680.237,00
: (Kurang) Rp. {10.181.058.699,00)
(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan netto sejumlah Rp. 10.181.058.699,00 sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 1.532.755.579,83
b. Realisasi Rp. 11.713.814.278,83
Selisih Lebih Rp. 10.181.058.699,00
Pasal 4
Neraca sebagaimana pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebaga: berikut: ) .
a’ Jumlah Aset Rp. 1.851.585.347.709,66
b. Jumlah Kewajiban Rp. 98.456.246.372,48
¢. Jumlah Ekuitas Dana : Rp. 1.753.129.101.337,18
Pasal 5
Laporan Arus Kas dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang terakhir sampaa dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014 - Rp. 23.479.494.515,83
b. Arus kas Bersili dari aktivitas operasi ’ Co Rp. 222.072.514.168,29
c. -Arus kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Rp. (225.874.094.680,29)
d. Arus kas Bersih dari aktivitas pembiayaan ’ Rp. (11.765.680.237,00)
e. Arus kas dari aktivitas non Anggaran ‘ Rp. 0,00
{. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2014 . ‘ Rp. 7.912.233.766,83
Pasal 6

Worn 2o W

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun 2014 memuat informasi baik secara, kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan




Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I :  Laporan realisasi anggaran
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi :
Lampiran L2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, Organisasi, Program dan kegiatan -
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Negara
Lampiran 1.5 : Daftar Pegawei per Golongan dan Perjabatan
Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah
Lampiran 1.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya
Lampiran 1.9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya

Lampiran 1.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berlkutnya
Lampiran 1.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah

Lampiran [.12 :
b. Lampiran I : Neraca
c. Lampiran Il :, Laporan arus Kas
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

. . Pasal 8 .
Lampiran Laperan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum Dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Slmalungun menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana rincian lebih lanjut dari Pertanggung]awaban
Pelaksanaan APBD .

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Slmalungun

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal R0 A@\x}J 34 2015

BUPATI SIMALUNGUN,
Dto
J. R. SARAGIH
Diundangkan di Pamatang Raya :
Pada Tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH )
KAB UPATEN SIMALUNGUN,

«="{IDION PURBA
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